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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1571, 2021 KEMENPAN-RB. ZI. WBK. WBBM. Pembangunan
dan Evaluasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi
birokrasi yang terdapat pada road map reformasi
birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang
bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima,
perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas
pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah;

b. bahwa pengaturan komponen penilaian zona integritas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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Mengingat

1.

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kerangka
penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor. 26 Tahun 2020 tentang
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah
instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah
berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan
publik yang prima

2. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat
WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan
reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi
sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen
pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya
disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil
melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik,
dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses
perbaikan pada komponen pengungkit untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
serta pelayanan publik yang prima.

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi

daerah.
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Kawasan adalah area yang terdiri dari beberapa unit
kerja/satuan kerja lintas instansi yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan;

Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI
adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi
pemerintah untuk melakukan evaluasi/penilaian dan
memberikan rekomendasi terhadap wunit kerja/satuan
kerja yang sedang membangun zona integritas;

Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN
adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi
pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang
diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari
unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara
serta unsur dari instansi pemerintah lain yang
mempunyai tugas dan fungsi dalam  evaluasi
pembangunan ZI;

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara;

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM

digunakan sebagai pedoman bagi:

a.

Instansi Pemerintah dalam membangun ZI pada
satuan/unit kerja sehingga mempunyai pemahaman
yang sama tentang hakikat pembangunan ZI;
satuan/unit kerja pada saat pelaksanaan proses
pembangunan ZI sehingga tujuan pembangunan ZI dapat
terwujud;

kawasan yang ditunjuk oleh tim strategi nasional
pencegahan Korupsi untuk membangun ZI pada suatu
kawasan;

TPI Instansi Pemerintah dalam melakukan evaluasi di

unit kerja yang membangun zona integritas; dan
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TPN dalam melakukan evaluasi atas hasil penilaian TPI
terhadap unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan

predikat menuju WBK/WBBM.

Pasal 3

Pedoman pembangunan dan evaluasi pembangunan ZI

Menuju WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 bertujuan:

a.

(1)

sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya dalam membangun ZI Menuju WBK
dan WBBM; dan

sebagai rujukan bagi TPl untuk melakukan evaluasi
terhadap pembangunan ZI pada unit kerja/satuan
kerja/kawasan;

sebagai rujukan bagi TPN untuk melakukan evaluasi
terhadap unit kerja/satuan kerja/kawasan yang diajukan
untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM;
memastikan bahwa TPI dan TPN mempunyai pemahaman
yang sama tentang proses pembangunan dan evaluasi
pembangunan ZI; dan

memastikan kualitas unit kerja/satuan kerja/kawasan
yang akan mendapatkan predikat Menuju WBK dan
WBBM.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan
WBBM; dan
b. pedoman evaluasi Pembangunan ZI.
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup:
a. pencanangan Zl;
b. penetapan unit kerja;
c. pembangunan unit kerja;
d. pemantauan Pembangunan ZI.
Evaluasi ZI oleh TPN mencakup:

a. evaluasi pembangunan ZI oleh TPI;
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b. pengajuan unit kerja/satuan kerja berpredikat
menuju WBK dan WBBM,;

c. evaluasi pembangunan ZI oleh TPN; dan

d. pemantauan unit kerja/satuan kerja berpredikat
menuju WBK dan WBBM.

(4) Pedoman pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK
dan WBBM di Instansi Pemerintah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II, dan Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), Kementerian menyusun profil pembangunan
Zl dari hasil evaluasi unit kerja pada Instansi Pemerintah

yang diajukan mendapat predikat menuju WBK dan WBBM.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTER! PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMGCR S0 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIRCKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI INSTANS] PEMERINTAH

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformast birokrasi telah memasuki fase akhir darl rangkatan
periode reformas{ blrokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desipn Reformasi Birokrasi bahwa
terdapat 3 fase pelaksanaan mulal tahun 2010-2014, 2015-2019, dan
2020-2024. Pada fase alkhir ini road map reformasi birokrasi membahas
tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan gemerintah berkelas
dunia, sasaran reformasi btirokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan
pelayanan pubifk yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformas{ Birckrasi
2020-2024.

Sasaran reformasi birckras] tersebut menfawab hal yang menjadi
gricritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewufudkan pemerintahan
yang sederhana, sfmple, lincah, dan cepat. Selain Itu, dalam beberapa
kali kesempatan Presiden selalu menyampalkan bahwa yang
menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat,
bertelit-beiit dan terdapat pungil. Hal inl tentu safa menjadi prioritas
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pelaksanaan reformasi birckrasi yang harus dikawai bersama oleb
setiap instansi pemerintah

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden
dan mempercepat pencapalan sasaran reformasi birokrasi yang rterdapat
pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait
birckrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima,
periu dibangun Zona Integritas [ZI) pada unit kerja/satuan kerfa sebagail
piot project percontchan. QOleb karena ftu, pelaksanaan ZI yang
merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birckrasi pada wnit
kerjafsatuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang
langsung memberikan pelayanan kepada masyarukat. Diharapkan unit
yang membanpun ZI dan mendagat predikat menufu Wilayah Bebas dart
Korups{ (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani {WBBM]
dapat menjadi percontohan bagi unit kerjafsatuan kerfa lain tentang
menerapkan tata kelola yang taik serta memberikan pelayanan publik
yang prima dan berintegritas.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Preslden Nomor 54 tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang disertal dengan
Surat Keputusan Bersama dengan lima pimpinan tim Strategl Nasional
Pencegahan Korugpsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan
strategis. Unlt-unit kerfafsatuan kerja yvang terdapat pada kawasan
yang ditunjuk untuk membanguen Z1 wajlbh membangun Z1 dI internal
unit serta membangun proses bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga
dapat mempercepat kualltas gelayanan dan peningkatan integritas
kawasan. Sehingga pembangunan Z1 akan semakin bahyak dilakukan 4l
kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerfanya.

Dalam proses pembahgunan Z1 yang teiah dilak=anakan sejak
tabhun 2014, masibh banyak kendala terkait bagaimana mekanisme
evaluas] pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim Penilai Tnternal {TPI)
nstans{ pemerintah dan evaluast oleh Tim Penilal Nasional [TPN}. Salah
=zatunya adalah terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan
evaluas] yang hams dilaikukan, serta pengisian lembar kerfa evaluasi.
Cleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta
keberlanjutan pembangunan Z1 menuju WBK/WBBM, maka diperiukan
pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah
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Bebas dari Korupsl ataz Wilayah Blrokrasi Bersib dan Melayani
{WBK/WBBM;.
BAB 1i
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KONSEP ZONA INTEGRITAS

Key Points :

Pembangunan zona integritas terinspirasi darl konsep “isfand of
infegrity” yang merupakan praktek lebih jauh dari eksistenst
pengembangan keilmuan administrasi pubiltk dan tata kelola
pemerintahan. Island of integrity merugakan suatu kondisi dimana
unit kerja instansi pemerntah yang "imun” dan mampu memberikan
tata kelola yang terbaik meskipun instahsi{ pemerintah disekitarnya
didominasi oleb manajemen dan tata kelola yang buruk

Dalam literatur administrasi publik, “island of ntegrity”™ juga diberd
istilah yang berbeda seperti “islands of exceflence” (Therkildsen
2008), “islands of effectiveness™ [Croock 2012)", “pockels of
effectiveness” [Leonard 2008; Roll 2011a) dan “pockets of efficiency”
{Geddes 1994). Namun di tengah berbagal istilah berbeda yang
digunakan kesemnuanya mengarah kepada bagairmana membangun
instansi pemerintan yang berintegritas di tengah situasi dimana

Dalam karyanya Public Sector Reforms and the Development of
Productive Capacities in  Least Development Countnies (LDCs),
Therdkildsen |2008] wmenyatakan bahwa pelaksanaan reformast
administrasi dapat dilakukan melaiul “isfands of excellence™. Islands of
excellence mengacu kepada organisasi yang secara sengaja melalui
desain atau skema tertentu atau melalul upayanya sendirl, mengelola
untuk menunjukkan kinerfa yang terbaik dibawah situast dan kondist
yang sulit. Untuk menpidendfikasi bai tersebut memang bukanltah
merupakan hal yang mudan apalagi ketlka basis data yang digunakan
sangatiah lemah dan tidak bisa diandalkan. Istilah lain dingkapkan
oleb crook sebagai islands of effectiveness (Crook, 20§2) untuk
menciptakan unit untuk menghasiikan tata kelola pemerintahan yang
berkualitas dan efektif tidak harus melalul sumber daya yang terlalu
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Melalui mode! tersebut dapat diurmikan bahwa program Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Akuntabilitazs Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publilk merupakan Yomponen
pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan
yang bersih dan akuntahel serta kualitas pelayana pubiik yang prima.
Pada area pengunpkit terdirl darl dua aspek, yaitu pemenuhan dan
reform.

Penilalan terhadap setiap programn dalam komponen pengungkit
dan komponen hasf! diukur melaiul indikator-tndtkator yang dipandang
mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilal Indikator tersebut
dtharapkan dapat memberikan pambaran pencapaian upaya yang
berdampak pada pencapalan sasaran.

A. KOMPONEN PENGUNGKIT

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit
difokaiskan pada enam area perubahan yang merupakan baglan dar

area perubahan reformasi birckrari. Pembangunan area pengungkit

merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapalan sasaran
hasil pembangunan Zona [ntegritas menuju WBK/WBBM.

Area tersebut mencakup pencrapan Manajemen Perubahan,
Penataan ‘Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitaz Kinerja, dan Peningkatan
Kuailtas Pelayanan Pubiik yang bersifat konkrit. Dimana dalam seHap
area tersebut, setiap unit kerja harus memperbatikan aspek pemenuhan
dan reform dalam pembangunan zona integritas.

Dalam membangun Zona Integritas, setlap unit kerfa
melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan
berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih balk dalam
kualitas tata kelola pemerintah sehingpa dampaknya stakehoider dapat
merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas darl
korupsl

1.} Manajemen Perubahan

Manajemen Perubzhan bertujuan untuk mentransformasi sistem
dan mekanlsme kerja organisasi serta mindset |pola pikir) dan cultureset
{cara kerja) tndividu ASN menjadi lebfh adagptif, inovatif, responsive,
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profesional, dan berintegritas sebingga dapat memenuhi tuntutan

perkembangan zaman dan kebutuhan masyamakat yang semakin

meningkar. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan Ini;

a. Terjadinya perubanan pola pikir dan budaya kerja pada unlt kerfa
yang diusulkan sebagal Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.

c. Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi
pelayanan, akuntabel, komgeten, harmonis, loyal, adaptif dan
kolaboratif}

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa tndikator yang periu
dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

1. Aspek Pemenuhan
a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

berikut:

I) Unit kerja telah wmembentuk tim untuk wmelakukan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM: dan

2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipflih melalud
prosedur/mekanisme yang jelas.

t. Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona TIntegritas
menuin WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hai-hal
berikut:

1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona [ntegritas menuju
WBK/WBBM telah disusun;

2) Dokumen roneana kerja pembangunan Zoua Integritas menufu
WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM: dan

3} Terdapat mekantsme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

c. Pemantauan dan Evaiuasi Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
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Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Intepritas menuju

WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

I} Seluruh kepglatan pembangunan Zona Integritas dan
WBK/WBBM telah dilaksanakan sesual dengan tarpet yang
direncanakan;

2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK,/WBBM;

3) Hasil moenitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal berikut:

1} Pimpinan berperan sebapal mle mode! dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas menuju: WBK/WBBM;

2) Agen Perubahan telah ditetapkan;

3) Budaya kerja dan pola pildr telah dibangun d&i lingkungan
arganisasi, dan

4) Anpgota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona [ntegritas
menuju WBK/WBBM.

2. Aspek Reform
Pada aspek reforn pengukuran keberhasilan area inl dilakukan
dengan melihat kondi=i apakah:
a. Komitmen dalam Perubahan:

1) Apen perubahan telah membuat perubahan yang konkret |
2) Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasl

dalam sistern manajemen.

. Komitmen Pimpinan

Pimpinan memiliki komitmen terhadap gpelaksanaan reformasi
birckrasi, dengan adanya target capafan reforrnasi yang jelas di
dokumen perencanaan instansinya.

. Membangun Budaya Kerja

Satuan kerja/unit kerja membangun budava kerja positif dan
menerapkan nilai-nilal organizasi dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari.
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1.2 Penatazn Tatalaksana
Penataan tatalaksana bertujuan untuk mentngkatkan efislensl dan
efektivitas =istem, proses, dan prozedur kerja yang jelaz, efektif, efisien,
dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang
ingin dicapal pada masing-masing program int adalah:
a. Meningkatnya pengpunaan teknologi Inforrmasi dalam proses
penyelengparaan manazfemen pemerintahan;
b. Meningkatnya efislensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan; dan
c. Menfngkatnya kinerja unit kerfa /satuan kerja.
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang periu
dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

1. Aspek Pemenuhan
a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegilatan Utama

Pengukuran {ndikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondi=i

yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
1) Prozedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis

Instansi;

2] Pro=edur operasional tetap telah diterapkan; dan
3) Prosedur ogerasional tetap telah dievaiuasi,

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elekaronik

Pengukuran {ndikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondi=i
yang seharusnya telah dilakukan, yaita:

1] Ststem penpukuran kinerja berbasis sistem informasi;

2} Ststem kepepgawaian berbasis =istem informasi;

3] Ststem pelayanan publik berbasis sistem informasi; dan

4) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

tekmologi informasl.

c. Keterbukaan Informasi Publik
Penpukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya telah dilakukan, sepertl:
1) Kebifakan tentang keterbukaan informasi publik telah
diterapkan; dan



2021, No.1571 20-

2) Monitoring dan evaluasi pelak=zanaan kebljakan keterbukan
informasi pubifk.

2. Aspek Reform

Aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah:

a. Peta Proses Bisnis Memgpengarubhli Penyederhanman Jabatan
dilakukan dengan melibat apakah telah disusun peta proses bisnis
dengan adanya penyederhanaan fabatan |

b. Sfstem Pemerintahan Berbasis Elelaronik {(SPBE)} yang Terintegiasi;
1) [mplementasi SPBE telah terintegrasl dan mampu mendorong

pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efislen;

2) [mplementasi SPBE telab terintegrasl dan mampu mendorong
pelaksanaan pelayanan Internal organisasi yang lebih cepat dan
efisien;

c. Transformasi Digital Memberikan Nilni Manfaat;

1) Transformasi digital! pada bidang proses bisnts utama telah
mampu memberikan nilal manfaat bagi organisas] secara
opttmal;

2) Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
telah mampu memberikan nilal manfaat bapgi organisasi secara
optimal;

3} Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah
mampu memberikan nilal manfaat bagi organizasl secara

optimal.

1.3 Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistemn manajemen SDM agaratir bertujuan untuk
meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas
Menufu WBK/WBBM. Target yang Ingin dicapal melalui program ini
adalah:

a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;

b. meningkatnya transparansi dan aekuntabllitas pengelolaan SDM
aparatur;
meningkatnya disiplin SDM aparatur;

d. rmeningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan

e. meningkatnya prefesionalisme SDM.
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Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa Indikator yang
periu dilakukan untuk menerapkan penatazn manafemen SDM, yaih:

1. Aspek Pemenuhan
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawal sesuai dengan Xebutuhan

Organizasi

Pengukuran indikator Ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi
pendidikan;

2) Unit kerja felah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di
unit kerjanya; dan

3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terbadap
rencana kebutuhan pegawai di unit kerfanya.

b. Pela Mutasi Internal

Pengukuran indikator Ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) unit kerja telah menetapkan kebijakah pola mutasi internal,

2) unit kerja telah menerapgkan kebijakan pola mutasi Internal;
dan

3) unit kerfa telah memilikdi monitoring dan evaluasi terhdap
kebijakan pola rotasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbazizs Kompetensi

Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kendisi

yang seharusnya dilakulkan, seperti:

[} Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk
pengembangan komgpetensi;

2) Dalam menyusun rencana gengembangan kompetensi pegawal,
telnh mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerfa pegawai

3} Tingkat kesenjangan kompetensl pegawai yang ada dengan
standar kompetensli yang ditetapkan untuk masing-masing
jabatan;
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4] Terdapat kesempatan/hak bagl pegawai di unlt kerja terkait
untuk mengikuti diklat maupun genpgembangan kompetensi
lainnya

3) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi |capacity
building{ transfer knowledge}; dan

6) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
ldnerja.

. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kendisi

yang seharusnya dilakukan, seperti:

1} telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kdnerja organisasi;

2) ukuran kinerja individu telah memliikd kesesuaian dengan
indikator kinerfa individu level diatasnya;

3) telah melakukan penpukuran kinerja individu secara periodik;
dan

4) hasil penilalan Ildnerja individu felah dilaksanakanf
diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan

pemantauan,

. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawal

Pengukuran {ndikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondi=i
yang seharusmya dilakukan, =seperti gpelaksanaan Aturan
disiplinfkede erik / kode perflaku telah dilaksanakan f
dilmplermentasikan; dan

. Sistem Informasi Kepegawaian

Penpukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kendi=si
yang seharusnya dilakukan, sepertl pelaksanaan sistern informasi
kepegawatan pada unit kerfa telah dimutakhirkan secam berkala.

2. Aspek Reform
Aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah:

a.

Kinerja Individu
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Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondis{ apakah
Ukuran kinerja individu telab berorientast hasil (outcomel sesual
pada leveinya;

b. Assessment Pegawai
Diukur dengan melihat apakah hasil assessment telah dijadikan
pertimhangan untuk mutast dan pengemhangan karir pegawal,

c. Pelanggaran Disiplin Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
terfadi penurunan pelanggaran disipiin pegawai;

1.4 Penguatan Akuntabilitas

Alcuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawahkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan propram dan keglatan dalam mencagal misi dan tujuan
organisas{. Program inl bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja instans{ pemerintah. Target yang ingin dicapal
melalui program ini adalah:

a meningkatnya kinerfa instansi pemerintah; dan
t. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Ataz dasar tersebut, maka untuk menpukur pencapaian program
ini dignnakan indikator-indikator:

1. Aspek Pemenuhan
a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntahilitas kinerja, salabh satu
komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen
perencanaan strategjs unit kerja tersebut. Dokumen {ni menyatikan
arah pengembangan yang dilnginkan dengan memperbatikan
kondisi unit kerja saat inl terrnasuk sumber daya yang dimilikd,
strategi pencapalan, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran
dekumen perencanaan strategls ini dapat terlaksana dengan baik
dibutuhkan keterlihatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang
harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagat herikut:

1} Unit kerja telah melibatkan pimpiuan =ecara langsung pada

saat genyusunan perencandan;
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2) Unit kerfa telabh melibatkan secara langsung pimpinan =aat
penyusunan penetagan kinerja; dan
3} Pimpfuan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

. Pengelolaan Akuntabllitas Kinerja

Pengelplaan akuntabilitas kinerja terdirl dard pengelolaan data

lkdnerja, pengukuran kinerfa, dan pelaporan kinerfa. Untuk

mengukur pencapalan progmm ind digunakan indikator di bawah

fni:

1) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;

2) Dokumen perencanaan telah berorlentas{ hasil;

3} Telah terdapat penetgan Indikator Kinerja Utama (1KUj;

4) indikator kinerja telah memilild kriteria Sgecific, Measurahle,
Acheivable, Relevant and Time bound {SMART);

3) Unit kerja telah menyusun lagoran kinerja tepat waktu,;

6) Pelaporan kinerja telah memherikan informasi tentang kinerja;
dan

7) Unit kerja telabh membangun sistem informasi kinerja;

8) Unit kerja telabh berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangangi akuntabilitas ktnerfa;

2. Aspek Reform
Aspek reform diukur dengan mellhat kondisi apakah:
a. Meningkatnya capaian kinera:

1.5

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi
persentase sasaran dengan capaian 100% atau lehih;

. Pemberian Reward and Punishment

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondis{ apakah
hast] capaian/monitoring Perfanjian Kinerja telah dijadikan dasar
sehagai pemberian reward and punishment bagi organisasi;

. Kerangka Logis Kinerja

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondis{ apakah
terdapat penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja utama
organisasi dan difadikan dalam genentuan kinerja seluruh pegawai.

Penguatan Pengawasan
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Penguatan  pengawasan  bertujuan untuk  meningkatikan
penyelengparaan pemerintahan yang bersth dan bebas KKN gpada
masing-masing instansi pemerintan. Target yang ingin dicapal meialui
program {ni adalah:

a. meningkatnya kepatuban terhadap pengelolaan keuangan negara
oleh masing-masing instansi pemerintah;

b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerfa.
Meningkatkan sistem integritas di uit kerja dalam upaya pencegahan
KKN

Ataz dasar hal tersebut, maka terdapat heberapa indikator yang
periu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaftu:

2. Aspek Pemenuhan
a. Pengendahan Gratifikas{
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondi=si
vang seharusnya dilakukan, seperti:
1} unit kerja telabh memiliid puhlic campaign tentang pengendalian
gratifikast; dan
21 unit kerja telabh mengimplementasikan pengendalian pgratifikast.

t. Penerapan Sistermn Pengawasan Internal Pemerintah {SPIP)
Pengukuran {ndikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondis{
yang seharusnya dilakukan, seperti:

I1 unit kerja telab memhangun lingkungan pengendalian;

2) unit kerja telabh melakukan peniiaian risiko atas unit kerja;

3) unit kerja telah melakukan keglatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telan diidentifikasi; dan

4) wunit kerja telah mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan SP1 kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat
Pengukuran iodikator thi dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang sebarusnya dilakukan, seperti:
1) unit kerja telah mengimplementasikan kebfjakan gengaduan
masyafakat;
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3)

4)
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unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasfl
penanganan pengaduan masyarakali,

unit kerja telab melakukan monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengeduan masyarakat, dan

unit kerfa telah menindaldanjuti hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat.

. Whistle Blounng System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondis{
yang sebarusnya dilakukan, seperti:

]
2

3)

unit kerja telab menerapkan whistle blowang system;

unit kerfa telab melzkukan evaluasi atas penerapan whistle
bloawing syster, dan

unit kerja menindakianjuti hasil evalua={ atas penerapan
whistle blowang system.

. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondis{
yang sebarusnya dilakukan, seperti:

L)

Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam
tugas fungei utama;

2) Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan bentumn
kepentdngan;

3) Unit kerja telab mengimplementasikan penanganan benturan
kepentingan;

4) Unit kerfa telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentdngan, dan

3) Unit kerfa telah menindaklanjui hasfl evaluasi atas
penanganan benturan kepentdngan.

3. Aspek Reform

a. Mekanisme Pengendalian Aktivitas
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah
telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas =ecara

berfenjang.
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t. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase

penanganan pengaduan masyarakat.

c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
Il Tingkat kepamibhan penyampalan Lageran Harta Kekayaan
Penyelenpgara Negara (LHKPN} ke KPK bapl pegawal yang wajib
LHKPN;
2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara [LHKASN} melalui aplikasi Sistemn
informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) bagi pegawal

yang tidak wajih LHXPN.

1.6 Peningkatan Kualitaz Pelayanano Publik

Peningkatan kualitas pelayanan puhlik merupakan suatu upaya
untuk meningkatkan kualitas dan {novasi pelayanan publik pada
masing-masing Instansl pemerintah secara herkala sesual kehutuhan
dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas
pelayanan pubiik dilakukan untuk membangun kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalarn rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan
masyarakat sebagal sarana untuk melakukan perbatkan pelayanan
puhlik.

Target yang ingin dicapal melalul progiam peningkatan kualitas

pelayanan publik ini adalah:

a. meningkatnya kuailtas pelayanan publik (lebih cepat, lehth murah,
lebih aman, dan lebih mudahb dijangkau} gada instansi pemerintah;

. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh
standardisasl pelayanan nasional danjatau internasional pada
Instansi pemerintah; dan

c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelengparaan pelayanan publik oleh masing-masing instansi
pemerintah.
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Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang
periu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan
publik, yaitu:

1. Aspek Pemenuhan
a. Standar Pelayanan
Pengukuran {ndikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

yang seharusnya dilakukan, seperti:

I)
2)
3)

4)

Unit kerja telah memilikd kebifakan standar pelayanan;

Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;

Unit kerja telah melakukan revin dan perbalkan atas standar
pelayanan dan SOP.

Unit telah melakukan publikast atas standar pelayanan dan
maklumat pelayanan

b. Budaya Pelayanan Prima
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

vang seharusnya dilakukan, seperti:

5

2)

3)

4)

5)

o}

Unit kerja telah melakukan berbagal upaya peningkatan
kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya
pelayanan prima;

Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalul berbagai media;

Unit kerja telah memiliki sistem reward and gunishment bagi
pelaksana layanan

Unit kerja memberikan kompensasl kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuaf standar;

Unit kerja telah inemiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi;
dan

Unit kerja telah melalkukan inovasi pelayanan.

c. Pengelolaan pengaduan

I)

2)

Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang
terintegrasi dengan SP4N-Lapor

Terdapat unit/ penangung jawab yang mengelola pengaduan
dan konsuitasi pelayanan
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3) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan
dan konsusitast

d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran {ndikator in{ dilakukan dengan mengacu pada kondi={

yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit kerja telah melakukan survel kepuasan masyaiakat
terhadap pelayanan;

2) Has=ll survei kepuasan masyakat dapat diakses =ecara terbuka;
dan

3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil =urvel
kepuasan masyarakat

e. Peningkatan Teknolopi informas{
1) Telah menerapkan telmolopi informas! dalam memberikan
pelayanan;
2) Telah terbanpunnya database yang terintegrasi;
J) Telah dilakukan perbatkan secara terus menerus terkait
penggunaan teknologr inforrmasi dalam pemberian pelayanan.

2. Aspek Reform
Pengukuran Indikator inf dilakukan dengan melthat:

a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbatkan pelayanan
publik pada {Pusat dan Unit Kerja);
¢ Kesesualan Persyaratan
¢ Kemudanan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
¢ Kecepatan Wakin Penyelesalan;
¢ Kelelazan Biaya/Tarif, Gratis;
¢ Kualitas Produk Spesifikasi.lenis Pelayanan,
¢ Kempetensi Pelak=ana/Web.
» Perilaku Pelaksana/Web.
¢ Kualitas Sarana dan prasarana;
¢ Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

b. Upaya danfataun inovasi pada perijinan/pelayanan telah
dipermudah {Pusat dan Unit Kerja):
¢ Wakiu lebfh cepat;
¢ Pelayanan publik yanp terpadu;
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Alur lebih pendek/singkat;
Terintegrasi dengan aplikasi.

c. Penanganan pengaduan pelayanan

lndikator Ini diukur dengan melihat tingkat penyelesafan
pengaduan pelayanan diserta media konsuitasi yang disediakan
meialul berbagai kanal/media secara respongif dan bertanggnng

jawab.

B. KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dar
Korupst dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada
dua sasaran utama, yaitie

1. Termujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
dinkur dengan menggunakan ukuran:

a. Nilaf persepsi korupsi (survei eksternal);
Nilaf Persepsi Korupsi merupakan basil survei kuantitatif terhadap
stakeholders yang terkalt dengan suatu instans! tentang tingkat

korupsi yang terfadf pada unit kerja yang mengusulkan zona
integritas. Beberapa hal utama terkait komponen survey Ini
adalah:

i

.

Iv.

Diskriminasi Pelayanan

Untuk memastikan bahwa unit kerja membertkan pelayanan
dengan tidak membeda-bedakan karena factor suku, agama,
kekerabatan, almarnater dan sefenisnya

Kecutangan pelayanan

Memastikan bahwa tidak terjadl pemberian layanan yang tidak
sesual dengan  ketentuan sehingga mengindikasikan
kecurangan.

Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Memastikan bahwza unit kerja tidak menerima/bahkan
meminta imbalan dan/fatau gratifikasi diluar ketentuan yang
berlaku.

Percaloan
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B. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN STRANAS PK

Selain pembangunan pada unit kerja, pembangunan Zona
Integritas fuga dflaksanakan di kawasan terpadu yang bersifat strategis.
Hal ini gesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategl Nasionaf Pencegahan Korupsi (Stranas PK}. Aspek penegakan
hukum dan Reformasi Birokrasi menfadi fokus Stranas PX karena
Reformasi Birokrasi menfadl area strategis dalam pencegahan korupsi.
Salah satu kriteria keberhasilan pada aspek inf adafah meningkatmya
kualitas pembahpgunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Terkait pembangunan Zona Integritas pada kawasan terpadu,
setap instansi pemerintah yang memiliki unit pelayanan pada kawasan
terpadu wafib melakukan pembahguenan Zona Integritas pada unit
tersebut. Tujuan pembangunan Zona Integritas pada kawasan terpadu
ini adafah:

a. agar dampak pembangunan Zona Integritas langsung dirasakan
masyarakat;

b. mengintegrasikan pembangunan Zona Integritas yang dilakukan
unit kerfa pada suatu kawasan;

c. meningkatkan cbeck and crosscheck serta learming process antar
unit kerja di kawasan sehingga seHap unit dapat saling
mengingatkan dan belajar pada saat pembangunan Zona integritas;

Pembangunan Zona Intepgritas pada kawasan ini harus menjadi
prioritas pada instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan
terpadu. Kawasan yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas meliputi:

a. Kawasan Bandar Udara
Kawasan Bandar Udarz merupakan kawasan yang terdirl darl unit
kerja lintas instansi pemerintah. Unit kerja yang wajlb membangun
Zona Integritas pada Kawasan bandar udara adalah:
Tabel 1. Kawasan Bandar Udara
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Republik Indonesia, KeJaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan
Kementerian Hulum dan Hak Asasi Manusia di  tingkat
kabupaten/kota;

b. Pembangunan Zona Integritas pada pelayanan pertanahan pada unit
kerja/satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan  Nasionaf {ATR/BPN) di Kantor ATR/BPN
kabupaten /kota;

c. Pembangunan Zona I[ntegritas Kawasan Pemerintah Daerah pada
kabupaten/kota meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipill, unit kerjafsatuan kerja yang
meyelenggarakan Sistemn Administrasi Manunggal Sama  Atap
(Samsat), unit kerja/satuan kerja yang menyelenggaran Pelayanan
Terpadu Satu Pintu [PTSP), unit layanan Pendidikan dan layanan
ketenagakerjaan di tingkat KabupatenfKeta. Kabupaten/Kota yang
ditunjuk untuk membangun Zona Integritas ditentukan lebih lanfjut
melaful Stranas PK;

d. Pembangunan Zona I[ntegritas pada kawasan tertentu lainnya yang
menjadi prioritas oleh Stramas PK, misalnya terkait perbatasan
negara, kependidikan, atau sektor-sektor strategis lain.

Unit yang terdapat pada kawasan tersebut melaksanakan
pembangunan Zona Integritas sesual dengan pembangunan zona
integritas pada unit kerja/satuan kerja. Selafn {tu, antar unit
kerjafsatuan kerja pada suatu kawasan harus membangun
keterpaduan/integrasi terkait ketataleksanaan yang menjadi core

business kawasan tersebut.

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam upaya pembangunan
Zona Integritas pada Kawasan strategis maka yang langkah yang periu
dilakukan adalah:

1. Membentuk Tim Khusus
Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di kawasan strategis
memerlukan Tim Khusus yang merupakan pabungan darl berbagai
TP! darl masing-masing unit kerja yang berada dalam kawasan
strategrs tersebut Pembentukan Tim khusus tersebut untuk
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mempemudah koordinasi dalam proses pembangunan dan penilatan
mandiri Zona Integritas.

Integrasi Proses Bisnis

Pembangunan Zona Integritas pada kawasan harus memperhatikan

fuga integrasi proses business pelayanan antar unit kerja pada

suam: kawasan.

Atas dasar bal tersebut, maka terdapat beberaga indikator yang
perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan integrasi proses
bisnis pelayanan antar unit kerja pada suatu kawasan, yaltu:

a. terdapat peta proses bisnis pelayanan utama kawasan yang
menggambarkan integrasi lintas wunit kerfa pada suatu
kawasan, yang wmana Integrasi ini bukan merupakan
penggabungan berbagal proses hisnis antar unit kerfa tetapi
berupa suam: perbalkan kondisi yang diakukan  untuk
melakukan percepatan pelayanan dan penguatan pengawasan;

h. peta proses biadis sudah dijabarkan ke dalam prosedur
operasional tetap (SOPFj;

c. prosedur operasicnal tetap {SOP) telah diterapkan;

d. terdapat peta proses bisnis dan prosedur operasional telah
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan
efisiensi, dan efektivitas;

e. terdapat sistem Informasi dalam pelaksanaan proses bisnis
vang terintegrasi antar unit kerja pada suatu kawasan.

. Reviu atas integrasi proses bisnis

Setelah mampu melakukan pengintegrasian proses bisnis yang perlu
dilakukan oleh tm khusus gabungan adalah melakukan reviu dan
monitoring serta evaluasi secara langsung sepertd melakukan
wawarncara, suuvey, dan audiensi dengan petugas dan stakeholder di
lapangan untuk memastikan bahwa Hdak tefadi kendala. Selatn itu,
Tim Khusus Gabungan dapat melakukan perbalkan dengan studi
bahding ke Kawasan-kawasan startegis lain yang memiliki system
dah inovasi yanpg lebih baik.
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C. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA SEKTOR PRICRITAS

TERTENTU

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dapat melakukan genunjukan pembangunan Zona Intepritas pada unit-unit
kerja tertentu pada instansi pemerintah sesuai dengan rencana kerja
prioritas reformasi birokrasi nasional dan arahan presiden. Terkait
mekanisme pembangunan Zona Integritas, maka akan dilakukan keordinasi
dengan instansi pemerintah pada unit kerja yang ditunjuk. Pembangunan
Zona Integritas pada sektor tertenm: akan diinformasikan terlebih dahuiu
meilalul surat pemberitanuan resmi yang akan dikeluarkan oleh
Kementerian Pendayagunman Apamtur Nepara dan Reforinasi Birokrasi.

D. STRATEG] PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Dalam upaya memperaepat pembangunan zona Integritas terdapat lima
langkah utama yang periu diperhatdkan yaita:

1. Komitmen pimpinan
Landasan utama dalam membangun unit kerja menuju
WBK/WBBM adalsh adanya komitmen dari setiap level pimpinan
yang dilkuti oleb seluruh pegawal yang ada dalam unit keda
tersebut. Pimpinan harus memiliki peranan untuk menularkan
semangat dan visi terkait reformasi birokrasi pada untt kerjanya.

2. Kemudahan dalam pelayanan
Unit kerja yang berugaya menuju WBK/WBBM harus mampu
menyediakan sumber daya manusia yang komgpeten, ramah, dah
dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Selain i, unit
kerfa juga perlu menyediakan berbagal fasilitas yang lebih baik
dalamn menunjung kemudahan pelayanan.

3. Program yang menyentuh masyarakat
Unit kerfa yang sedang membahpun zona Integritas diharuskan
untuk mampu mengenali pengguna layanannya. Ha!l inl diperlukan
agar gprogram-program yang dibuat dapat langsunp dirasakan
manfaatnya dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

4, Monitoring dan evaluasi
Unmuk memastikan bahwa program-program unit kerja yang
sedang membangun Zona Integritas tetap herada pada jalumya
maka perlu dilakukan pemantanan dan evaiuasi berkelanjutan.
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Pemantanan dan evaluasi dapat dilakukan secara mandiri oleh unit
kerfa tersebut dengan didampingi cleh TPL
S. Manajemen media

Menetapkan strategi komunikast untuk memastikan bahawa setiap
aktivitas, perubahan dan inovasi pelayanan yang telab dilakukan
oleh unit kerja yang membahpgun Zona Integritas diketahui oleh
masyarakat.

Beberapa hal tersebut merupakan strategi percepatan yanpg dapat

membantu unit kerja dalam pembanpgunan Zona Integritas dalam

menufu WBK/WBBM

. PENGUSULAN UNIT KERJA UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT
WBK/WBBM

Setelah szeluruh proses pembangunan telah dilakukan oleh unit
keria dan telah dipantaz keberhasilannya oleh TPl, maka yang
selanjutnya dilaktikan adalab pengusulan unit-unit kerja tersebut
untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional melalui aplikasi
online disertai dengan surat rekomendasi dari pimpinan instansi. Lebib
lanjut langkah-langkah dan proses penilaian terhadap unit kerja untuek
meadapat predikat WBK/WBBM akan tertuang secara jelas dalam
pedoman evaliiasi pembangunan Z1 menuju WBK/WBBM.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRAS]
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMCLO
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRAS] NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBANGUNAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANIL DI INSTANS] PEMERINTAH

BAB 1
EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
OLEH TIM PENILAI INTERNAL

A. Mekanisme Evaluasi Zona Intepritas Mandirl aleh TP1

Setelah unit kerja/satuan kerja membangun Zona Intepritas (Z1),
maka selanjulnya unit kerja/satuan kerfa tersebut akan dilakukan
evalua=i oleh TP! untuk melihat kualitas pembangunan yang telah
dilakukan. TPl merupakan Tim yang dibentuk cleh pimpinan Instansi
pemerintah untuk melakukan evaluast dan memberikan rekomendasi
(assess dan assisf) terhadap unit kerfafsatuan kerja yang sedang
membangun ZI. Pada imgplementasinya, genilalan Internal dilaksanakan
oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau APIP yang
dibantu unit lain vang ditunjuk yang mampu untuk melakukan
penilaian dan a=istensi pada komponen pembangunan Zi.

TPl mempunyai hugas:

I} melakukan evaluasi terhadap pembahgunan ZI yang dilakukan oleh
unit kerfa/satuan kerja;

2} memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja
atas pembangunan Zi;

3} menvampaikan hasil evaluasi kepada plmpinan instansi terhadap
kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan mendagpat
predikat Menujiz WBK/WBBM kepada TPN;



39 2021, No.1571

4) melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah
mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada
Kementerian PANRB.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPt pada saat melakukan

evaluasi Internal kepada unit kerjafsatuan kerfa adaiah:

I} memastikan tindak lanjut hasil pengawasan darl APIP/BPK telah
selesai 100%:;

2) memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal "B” untuk
menuju WBK dah minimal “BB" untuk Menuju WBBM:

3) memastikan Hngkat kepatuhan penyampalan LHKPN dan LHKASN;

4) komitmen dan pemabaman pimpinan serta pegawal terkait
pembangunan Z1;

3} kualitas implementasi darl komponen pengungkit serta data dukung
implementasinya;

6} Inovasi-inovasl yang telah dilakukan oleh unit kerja fsatuan kerja;

7} menentukan penilaian darl hasil survel yang didapat;

8) capalan kinerfa darl unit kerfa/satuan kerja dan tren pencapatan
kinerja pada tabun-tahun sebelumnya.

Sebelum melakukan evaluasi kepada unit kerfa/satuan kerja, TPl
perlu meningkatkan kapasitas SDM evaluator dengan pemahaman
tentang substansi komgonen pembangunan Zi, enam area perubahan
dan hasil, serta pelatihan tentang pengisian Lembar Kerja Evaluasi
(LKE) =ehingga hasii evaluasi yang dilakukan cleh TP! dapat diandaikan
kualitasnya.

I. Mekanisme Penilaian Internol Pada Kementerian /Lembaga
Mekanisme evaluasi intermal untuk Kementerian/Lembaga (K/L})
aedalah sebagai bertkut:
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5} Penilaian pendahuluan mengpgunakan Instrumen penilafan yang
samna yang digunakan oleh TPI;

6} Hazil penilaian oleh tim unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggl
madya atau perwakilan Hngkat provinsi menjadi dasar apakah unit
layak dilakukan evaluasi pembangunan Z1 oleh TPI. Apabila
memenuhi kriteria penilafan pembangunan ZI, maka tim wunit
kerja/satuan kerja pimpinan tinggl madya atau perwakilan df
provinsi akan merekomendasikan kepada pimpinan unit
kerfa/satuan kerja pimpinan Hnggi madya atau pimpinan di
provinsi, bahwa unit kerjafsatuan kerja layak dievaluasi TPL
Selanjutnya pimpinan unit kerjafsatuan kerja pimpinan tinggl
madya atau pimpinan unit tingkat provinsi mengirimkan surat
kepada TP] bahwa unit kerja/satuan kerja tersebut layak untuk di
evaluasi pembangunan Z1.

b. Evaluasi oleh TPI

1} Apabila wunit yang melakukan pembangunan Z! adalah wunit
kerja/satuan kerja pimpinan tinggl madya, maka TPI langsung
melakukan evaluasi terhadap kemponen proses dan hasil pada unit
kerfa/satuan kerja tersehut;

2} Apabila unit yanp melakukan pembangunan Z1 adalah wnit
kerfa/eatuan kerja tingkatannya dibawah unit kerja/satuan kerfa
pimpinan tinggl madya atau unit kerfa/satuan kerja pada tingkat
kabupatenfkota, TPl memastikan telah dilakukan penilaian
pendahuluan oleh unit kerjafsatuan kerja pimpinan tnggi madya
atau perwakilan tingkat provinsi dan hasil penilaian pendahuluan
menylmpulkan bahwa unit tersebut layak dievaluasi oleh TPI;

3} TPl melakukan evaluasi dengan mengpunakan lembar kerja
evaluasi {LKE) sebagal alat bahtu evaluasi dan apabifla telah selesaf
melakukan evaluasi, maka TPl menyusun laporan hasil evaluasi
internal yanp memuat simpulan apakah unit kerjafsatuan kerfa
memenuhi atau belum memenuni kriteria imtuk diajukan evaluas{
ke TPN. Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh TPl kemudian
disampaikan kepada Pimpinan fnstansi pemerintah.
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maka TPI merekomendasikan bahwa wunit kerja/satuan kerja
tersebut belum dapat diajukan kepada Kementerian PANRB selaku
TPN serta perlu dilakukan perbaikan dan pembinaan kembali;

2} apabila hasil penilaian {nternal menunjukan uwnsur penilafan
pengungkit dan hasil memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM, maka
‘TPI merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk
mengajukan evaluasi ke Kementerlan PANRB selaku TPN untuk
mendagatkan predikat Menuju: WBK/WBBM.

B. Mekanisme Evaluas{ Zona Integritas Pada Strategi Nasfonal Pencepahan
Korups{ Qleh TPI

Selain pembanpgunan Z1 pada unit kerja/satuan kerja secara
individu/mandiri yang dilakukan oleh masing-masing instans{
pemeriniah, terdapat juga pembangunan ZI pada kawasan berdazarkan
mandat dari Peraturan Presiden Nomear 54 Tahun 2018 tentang
Stratepgis Kasional Pencegahan Korupsi {Stranas PK).

Terhadap pembangunan ZI yang diwajibkan oleh Stranas PK maka
penilaian dilakukan terhadap dua hal, yaitu terhadap kualitas
pembahgunan Z[ secara individu unit kerjafsatuan kerja {meliputi
pengungkit dah hasil} serta integrasi proses bisnmie kawasan. Penflaian
internal terhadap pembangunan Z1 secara individu dilakukan oleh TPI
masing-masing instansi gemerintah. Penilaian oleh TP! menggunakan
LKE sebapgaimana Lembar Kerja Evaluasi kepada unit kerja/satuan
kerja.

Penilaian internal terhadag integrasi kawasan dilakukan oleh tim
penilai internal gabungan dar perwakilan instansi pemerintah yang unit
kerja/satuan kerfanya diwajibkan membahgun ZI di dafam kawasan.
TPI perwakilan instans{ {ni diharapkan ikut melibatkan wunit
kerjafsatuan kerja yang mengetabui karakteristik serta integrasi proses

bisnis suatu kawasan.
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Bagi instansi pemerintah yang telah banyak satkernya
mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, yaftu lebih darf 30% maka
instansi tersebut tidak perlu mengajukan satkernya lagi untuk diajukan
mendapatkan meuuju WBK/WBBM. Ketentuan mengenal hal inl akan
disampailkan cleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformast Birokras{ kepada instans{ yang telah memenuhi kriteria
tersebut. Selanjutnya TPI instansi pemerintah yang lebih darli 30%
satkernya telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM diharapkan
dapat mendorong TPl pada instahs{ pemerintah lain dalam pentnpkatan
kualitas pembangunan ZI.

Pengajuan evaluasi kepada TPN tersebut dilakukan dengan
memhuat surat permechonan evaluasi pembangunan ZI Menufu
WBK/WBBM kepada TPN (conftoh swrat permohonan evaluasi
sebagaimuana gambar 6},
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BAB III
EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH TIM
PENILAI NASIONAL

Setelah pimpinan {nstans{ pemerintah wmengajukan wunit
kerja/satuan kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM
melalui PMPZI, maka TPK melakukan heberapa langkan dalam rangka
evaluast pengajuan usulan unit kerja/satuan kerja berpredikat menufu
WBK/WBEM.

Secara garis besar, alur evaliasi pembangunan ZI oleh TPN meialui
beberapa lahgkah sebagal berikut:

A. Pra Evaluasi
Pada tahap ini TPN memperhatikan hai-hal sebagal berikut:

I} memastikan bahwa instansi pemerintah yang mengusulkan unit
kerja/satunan kerja berpredikat Menuju WBK atau WBBM telah
memenuht syarat pengusulan Hngkat instanst. Apabila Instansi
pemerintah yang mengusulkan idak memenuni persyaiatan df atas,
maka pengusulan akan ditolak dengan pemberitahuan wmeialul
PMPZI, kecuall ada pertimbangan teknis lain darl TPN;

2} memastikan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan memenuhi
syarat pengusulan ungkat unit. Apabila unit kerjafsanzan kerja
yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan diatas, maka
pengusuian akah ditolak dengan pemberitahuan melaful PMPZI,
kecuali ada pertimbangan teknis lain darl TPN. Selain itu, apabila
unit kerja/satuan kerja yang dinsulkan bukan unit kerfafsatuan
kerja yang menyelenggarakan fungsi layanan masyarakat langsung,
maka jumlah unit kerjafsatuan kerja yang sejenis vang akan
dievaiuasi ditentukan berdasarkan koordinas{ antara TPN dan TPI;

3} memastikan bahwa hasil penilaian TPI pada unit kerja/satuan kerfa
yang diafekan telah memenuhi ambang batas penilaian, yaitu total
nilal pengungkit dah hasil minimal 7500 dengan minimal nilaf
pengungklit 40 untuk Menuju WBK dan minimal 85,00 dengan
minimal nilal pengungkit 48 untek Menuju WBBM:

4} memastikan bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada
semua aiea pengunpgkit untuk predikat Menuju WBK; dan bobot
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nilal per area pengungkit minimal 75% pada semua area pengunpkit
untuk predikat Menuju: WBBM;

5} memastikan nilai kempeonen hasil “Birokras{ yang bersih dan
akuntabel” minimal 18,25 untuk Menuju WBK dan 19,50 untuk
menuju WBBM dengan ketentuan nilal sub komponen “Survel
Persepst Anti Korupsi® minimal 15,75 atau minimal skot survei 3,60
untuk Menuju WBK dan WBBM, serta nilai sub komponen “kinerja
lebih bafk™ minimal 2,50 untuk Menuju WBK dah 3,75 untuk
Menuju WBBM;

6} memastikan nilai komponen hasil “Pelayanan publlk yang prima”
minimal 4,00 atau skor survei minimal 3,20 untuk unit
kerja/satnan kerja yang diajukan herpredikat Menuju WBK dan
minimal 15,79 atau skor survel minimal 3.60 untuk unit
kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBBM.

Apabila hasil Pra evaiuasi TPN pada unit kerja/satuan kerja tHdak
memenuhi ketentuan sebagaimana angka 3 hingga 6 dlatas, maka unit
kerja/satuan kerja diangpap tidak memenuhi kriterla untuk di evaluasi
oleh TPK. Setelah i{tu., apabila unit kerjafsatuan kerja memenubi
kerentuan sebagaimana angka 3 hingga 6 diatas, maka unit
kerja/satuan kerja dianggap memenuhi kriterla untuk di evaluast oleh
TPN.

. Desk Evaluasi Cleh TPN

Setelah dilakukan pra evaluasi untuk melihat gemenutthan syarat
instans{ pemerintah dan unit kerja/satuan kerja yang akan mengajukan
evaluas{ pgembangunan ZI, maka selanjutnya TPN melakukan desk
evaluas] umtuk mengetahui kualitas pembahgunan ZI terutama darl
area pengungkit. Desk evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa
umnit kerja/satuan kerja telah secara konsisteu dan berkelanfutan dalam

memhangun Z! dan implementast pembangunan ZT telah dilengkapi

dengan data dukung yang sesuai.
Desk evaluasi dilakukan melalui pendafaman dan pengujian LKE

serta data dakungan yang telah disampatkan oleh TP{ serta dengan
mengidentifikasi informasi darl berbagal media terkait unit/satuan kerja
yang dilakukan evaiuasi. Apabila diperlukan, desk evalunasi dapat
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diiakukan dengan meminta unit kerja/satuan kerja untuk memaparkan
hasil pembangunan zona integritas yang dilanjutkan dengan diskus{
melalui media/sarana yang efektlf. Hasil desk evaluasi selanjutnya
menjadi bahan bapgi TPN untuk menentukan keberlanjutan prozes
evaluasi selanjutnya bagi unit kerja/satuan kerja.

C. Evaluasl Lapangan oleh TPN
Evaluasi lapangan bertujuan untuk melihat secara langsung
implementaz{ pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan
kerja. Pada saat evaluasi lapangan TPN dapat melibatkan:

I. perwakdlan instansi yang berada pada level provinsi yang mempunyai
fungsi pembinaan layanan utarna dari unit kerja/satuan kerfa dengan
memperhatkan adanya potensi benturan kepentingan;

2. instans{ lain yang mempunyal kapgasitas untuk melakukan evaluasi
pembangunan zona integritas dengan memperhatikan adanya potensi
benturan kegentingan;

3. para ahli serta akademisi yang memgpunyal kompetensi tentang tugas
fungsi dari unit kerja/satuan kerja tertentu.

‘IPN pada saat evaluasi lapangan akan melakganakan keglatannya
terhadap dua aspek:
1. Aspek pelaksanaan area gengungkit
Pada =aat melakukan evaluasi lapangan, TPN memperhatikan dan
menguji impilementas] enam area perubahan pada zona Intepritas.
Evaluasi lapangan ini menggunakan kertas kerja evaluasi hasil
penilaian TP! sebapaf dasar penilaian. Oleh karena itu, evaluasi
lapangan vang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penilatan
TPi telah sesual dengan kondisi yang ada di lapangan. Apabila
terdapat gap antara bastl penflaian evaluasi lagangan dempan hastl
penilaian TP! maka yang digunakan adalah hasil penilalan evaluas{
lapangan.
Untuk evaluasi yang terdapot di kawasan =stranas, selain
memperbatdkan kualitas gembangunan unit kerja/satuan kerfa, TPN
juga barus melakukan evaluasi terhadap penerapan integrasi proses
bisnis layapan utama suatu kawasan. Ha! {ni untuk memastikan
bahwa pada suatu kawasan telah terdapat mekanisme kerja yang
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terintegras{ sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam
suatu kawasan. Pada saat evoluasi TPN dapat melibatkan ‘Tim
Stranas Pencegahan Kerupsi.

2. Aspek hasi yang terdirl atas sub komgpenen Survei Persepsi Anti

Korups{ dan Survei Persepsi Pelayanan Publik.

Dalam melaksanakan evaluasi terhadag hasil Survel Persepsi Antl

Korupsi dan Survel Persepsi Pelayanan Pubilik, TPN memastikan

kualitas integritas dan kualitas pelayanan yang diterima oleh

masyarakat/stakeholder dengan melaksanakan survei secara
langsung. Survel in{ dflaksanakan oleh TPN melalui Badan Pusat

Statistik atau pihak ketpa yang telah ditunfuk. Hal yang menjad{

perhatian pada saat pelaksaaan survel adalah:

a. Survei dilakukan kepada unit yang memenuhi pra evaluasi awal
oleh TPN melalui PMPZ];

b. Survei dapat dflaksanakan sebelum atau bersamnan dengan waktu
evaluasi pengungkit (evaluasi lapangan) dan memperbatikan
kandisi yang terjadl pada saat evaluasi;

c. Survei dflakukan kepada penerima pelayanan yang telah selesal
menerima pelayanan darl unit kerja/satuan kerja. Hal inf untuk
memastikan bahwa responden telah menerima secara penuh
rangkalan proses pelayanan sehingga bastl survel akan dapat
memberikan gambaran secara obyektf kualitas pelayanan:

d. Minimal jumlah responden yang dilakukan survei adaish 30
responden untuk satu unit kerjafsatuan kerja. Apablla penerima
pelayanan dari unit yvang dfusulkan =ecara kuantitatif selama
kurun wakt: yang ditentukan kurang darl 30 orang, karena
memang karakter unit kerja/satuan kerfa yang bukan pelavanan
kebutuban dasar, maks tim yang melaksanakan survei akan
menentukan dengan jumlah tertentu sesual kaidah-kaidah
perhifungan statistik;

e. Tim survei barus memgerhattkan komgposisi responden terkait jenis
pelayanan yang dimiliki oleh unit kerja/satuan kerfa. Hal ini untuk
memastikan bahwa hastl survei akan menggambarkan kualitas darl
semua jenis pelayanan yang diberikan oleh unit kerja/satuan kerja.
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f. Pertanyaan survel mencakup gpersepsi kualitaz pelayanan, yang
meliputl aspek-aspek vang diatur cleh kebijakan tentang evaluasi
pelavanan publik. Sedangkan persepsi anti korups{ meliputi aspek
tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian
imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktek pungutan liar, dan
praktek percaloan. Aspek pertanyaan pada perseps{ kualitas
pelavanan dan persepsi antl korupsi dizesualkan sesual dengan
kebutuban survei.

g- Ketentuan lebih detall terkait pelaksanaan =urvei akan
disampaikan setlap tahunnya oleh kementerian setelah mendapat
masukan dari BPS.

3. Evaluasi terhadap sub komgponen capaian kinerja
Pada =aat melaksanaan evaluas{, TPN memastikan bahwa caparan
indikator kinerfa utama (IKU} unit kerja/satuan kerja telah
sesual/melebihl denpgan target perencanaan kinerfanva. Selain 1tu,
apabila indikatar kinerja utama yang digunakan mempunyai standar
target nasional, maka capaian kinerja unit tersebut rminimal bharus
sama atau melebihi target nasional yang ada.

Setelnh selesal melakukan evaluas{ lapangan disertai pelaksanaan
survel, maka TPN melakukan penilaian dengan menyandingkan LXE
hasil penilalan TPI dengan kondisi yang diternukan dari proses evaluasl.
Selain Itu, pada evaluasi lapangan ini, TPN jupa melakukan pengujian
melalui mystery shopper pada unit/satuan kerja.

4. Tahapan clearance
Setelah selesal melakukan rangkai evaluasi, TPN melakukan
clearance dengan Ombudsman Republik indonesia, Kormis{
Pemberantasan Kerupsi , Koinisi yang terkait teknis instansi, serta
Aparat Pengawas Intemal Pemerintah (APIP) untuk menentukan unit
kerjafsatuan kerja yang akan mendapatkan predikat menuju
WBK/WBBM.

5. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi
Selanjutnya TPN menyusun japoran basil evaluasi dengan
menjelaskan catatan selama evnluasl. Secara rinci, hasfl evaluas{
dapat diuraikan sebagai berikurt:



57 2021, No.1571

a. apabila hasil evaluasi ‘TPN menunjukan bahwa mnflai wnit
kerjafsatuan kerja tidak memenuhi{ kriteria dan nilali minimal
Menuju WBK/WBBM, maka TPN merekomendasikan kepada
pimpinan instans{ gpemerintah agar unit kerja/satuan kerfa
tersebut dllakukan pembinaan;

b. apabila hasil evaluas{ TPN menunjukan bahwa unit kerja/satiran
kerja tersebut memenuhi syarat menufu WBK/WBBM, maka TPN
akan merekomendasikan kepada Menteri agar unit kerfa/satuan
kerfa tersebut ditetapakan sebagal unit kerja/satuan kerfa menuju
WBK/WBBM;

c. apablla hastl evaluasl TPN menvatakan bahwa seluwruh unit
kerfa/=atuan kerja yang wajib membangun Z1 pada kawasan
tersebut memenuhi syarat menuju WBK/WBBM akan tetapl belum
terdapat Integrasi pelayanan kawasan, maka TPN akan
merekomendasikan kepada pimpinan setap instans{ pemerintah
yang mempunyal unit pada kawasan agar unit kerfa/satuan kerfa
pada kawasan untuk membangun Inteprasl dan berkolaborasi
dalam pelayanan kawasan,

d. apabiia hasil evaluas{ TPN menyatakan bahwa terdapat wunit
kerja/=atuan kerja yang wajib membangun Z1 pada kawasan
tersebut tidak memenuth] syarat menuju WBK/WBBM maka TPN
akan merekomendasikan kepada setlap pimpinan instansi
pemerintah pada unit kerjafsatuan kerjs di kawasan agar unit
kerjaf=atuan kerja tersebut dilakukan pembinaan;

e. apabila hastl evaluasi TPN menyvatakan bahwa seluwruh unit
kerfa/=atuan kerja yang wajib membangun ZI Atas pada kawasan
tersebut memenubl syarat menuju WBK/WBBM dan sudah
terdapat Intepgrasi pelayanan kawasan, maka TPN akan
merekomendasikan kepada Menteri agar kawasan tersebut
ditetapakan sebagaf knwasan menuju WBK/WBBM.

D. Penetapan Predikat Menuju WBX/WBBM
I. Penetapan Unit kerja/satuan kerfa Berpredikat Menuju WBK dan
WBEM
Berdasarkan rekemendasi darl TPN, Menterl menetagkan unit
kerja/satuan kerja tersebut sebagal unit kerja/satuan kerja berpredikat
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BAB IV
PEMANTAUAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA/KAWASAN
BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

A. Pemantauan Unit Kerja/Satuan Kerja atau Kowasan Berpredfkat
Menuju WBX/WBBM

Unit kerfaf/satiran kerfa atau kawasan vang telah mendapat
predikat menujns WBK/WBBM merupakan unit kerjafsatuan kerja atan
kawasan percontchan nasional terkait pelaksanaan RB, khususnya
dalam hal kualitas pelayanan publik dan integritazs ant korupsi. Oleh
karena itu, dalam rangka menjaga unit dan kawasan tersebut apar tetap
menfaga pelayanan atau integritas dan memastkan tidak terdapot
penurunan kualitaz serta menjaga darl berbagal penyimpangan, maka
diperiukan lahgkah-langkah yang harus dilakukan cleh TP! dan TPN.

Langkan yang barus dilakukan oleh TPI:

I. melakukan pendamgpingan secara konsisten terhadap unit
kerfa/zatuan kerja/kawasan yang telah mendapat predtkat menuju
WBK serta memantau perkembahgan gembahgunanoya untuk
Menuju WBBM;

2. melakukan survel internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas
pelayanan dan integritas. Pelaksanaan survei menggunakan
metodologi yang telah ditetapkan oleh TPN [(Apabila tidak
melaksanakan survei internal tersendiri, TPI dapat menggunakan
ha={l Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk melihat kualitas
pelayanan dan integritas);

3. melakukan penflaian internal dan melaporkan perkembangan
pembangunan Z1 df unit kerja/satuan kerja/kawasan yang telah
mendapat predikat menuju WBX melalui PMPZI setidaknya setiap
dua tahunan apabila pada kurun waktu tersebut unit kerfa/satian
kerjafkawasan tidak diajtikan untuk mendapatkan predikat Menuju
WBBM:
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Selain beberapa hal diatas yang dfiakukan TP! terhadap wnit
kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapatkan predikat
menufu WBK/WBBM, langkah yang harus dilakukan oleh TPN:

1. melakukan verifikasi atas laporan monitoring TP! terhadap wnit
kerjafsatuan kerja atau kawasan yang telah mendapatkan predikat
Menuju WBK/WBBM;

2. melakukan evaluasi lspangan secara berkala terhadap wunit
kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapatkan predikat
Menujne WBK/WBBM;

3. melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi dengan TP! apabila
terdapat lagoran dugaan maladministrasi yang diterima oleh TPN
terkaft pelayan atau integritas di unit kerjafsatuan kerja atau
kawasan yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM.

B. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI UNIT KERJA/SATUAN KERJA
BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

Sebagal wujud apresias! kepada unit kerjaf=atuan kerja yang telah
berhasil membangun Zi dan dalam rangka mendorong pembangunan ZI
pada unit kerja/satuan kerja yang lsin, instansli pemerintah dagat
memherikan penghargaan kepada unit kerja/satuan kerjanya yang
mendapat predikat menuju WBEK/WBBM. Pemberian pengharpaan
tersebut diberikan sesual dengan kebifakan masing-masing instans{
pemerintah dengan memperhatkan ketentuan geraturan perudangan
yang herlalku.

€. PENCABUTAN PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

Pada unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat
predikat menufu WBK/WBBM apakhila berdasarkan laporan darl TPI
tahwa unit kerja/satuan kerja atau kawasan sudah Hdak memenuhi
kriteria menuju WBK/WBBM. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan
berkala atau verifikas{ lapangan oleh TPN dan =etelah melakukan
klarifikasi dengan TPI ditemukan hukt{ hahwa terdapat maladminiztrasi,
maka secara tertuliz= TPN akan wmerekomendasikan kepada Menteri
PANRB untuk mencabut predikat menuju WBK/WBBM pada unit
kerjafsatuan kerja atau kawasan tersebut. Selanjutnya, wunit
kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah dicabut predikat menufu
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WBK/ WBBM, tidak dapat diajukan lapt untuk untuk mendapatkan
predikat Menuju WBK selang 2 tahun setelah penetapan pencahutan
diterbitkan.

D. REPLIKASI PADA UNIT KERJA/SATUAN KERJA YANG TELAH
BERPREDIKAT MENULJU WBK/WBBM

Sebagai upaya untiuk mendorong percepatan pembangunan Z{ pada
unit kerfa/satuan kerja atau kawasan lainnya, maka perlu dilakukan
replikasl pemhangunan Z1 darl unft kerja/sanian kerja atau kawasan
yvang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM. Repltkasi in{ dagat
dilakukan oleh unit kerjafsatuan kerfa atau kawasan yang sedang
memhangun dengan melakukan studi Hru dan modifikasi sesueal dengan
karakteristik yang dimiliki. Selanfutnya diporiukan kehijakan 4f level
internal instansi pemerintah untek mendorong unit atau kawasan iain
melakukan replikasi pada unit yang telah mendapatkan predikat
menuju WBK/WBBM, sehingga replikasi terhadap unit kerja/=atuan
kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menufu WBK/WBBM
akan berjalan =ecara sistemis.



65 2021, No.1571

BAB IV
PENUTUP

Terbangunnya unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM
dapat menjadi percontohan bagl tnstansi pemerintah yang sedang
berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik dan ant kerupsi
dalam rangka percepatan reformasi birokrasi.

Instans{ pemerintah harus memahami bahwa upayanya untuk
memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan
integritas di lingkungannya akan berpengaruh tidak hanya pada
kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, mamun juga akan
meningkatkan kepercayaan gpuhblik yang akan berujung pada
peningkatan kesefahteraan masyarakat. Oleh karema itu, apabila pada
tahun pengajuan terdapat perbuatan melanggar hukum terkait KKN
pada suatu Inatansi, khusnsnya yang melthatkan pimpinan tertingpl
instansi, maka usulan TP{ yang telah disampaikan pada TPN akan
digugurkan.

Pedoman Inl bersifat dinamis, dalam art ketentuan-ketenhian di
dalamnya dapat diubah sesual kebutuhan berdasarkan perkembangan
itngkungan strategis vang ada. [ndikator dalam rangka penetapan
predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat
divhah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach
dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu diperlukan evaluas{
kebfjakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas wuntuk
mengetahui efektivitas pedoman inif. Evaluasi dilaksanakan oleh
Kementerian melalui penelaahan laporan-laporan yang diterimna dau
pengolahan informasi yang dipercleh iangsung di lapangan.

Selanjutnya Menteri wajib menyampaikan laporan kepada Presiden
mengenal perkemhangan pelaksanaan kebijakan/program
pembangunan Zona Integritas menuju terwufudnya WBK/{WBBM secara
berkala parda setfap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabtla diperlukan.

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI1
REPUBLIK INDONESIA,
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